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Pelayanan publik yang masih dilakukan secara manual kerap menghadapi 
berbagai kendala seperti proses yang lambat, antrean panjang, serta 
ketergantungan tinggi pada keberadaan pegawai. Kondisi ini juga dialami oleh 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Bandar Lampung sebelum diterapkannya layanan digital. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis transformasi pelayanan publik melalui penerapan sistem E-
Government berbasis OSS-RBA dan aplikasi Sai Betik sebagai upaya 
mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital telah menyederhanakan 
alur pelayanan, mempercepat proses penerbitan izin, serta meningkatkan 
koordinasi antarbidang melalui integrasi vertikal dan horizontal. Meskipun 
demikian, masih ditemukan kendala pada aspek literasi digital masyarakat dan 
kesiapan sumber daya aparatur. Secara keseluruhan, implementasi E-
Government di DPMPTSP Kota Bandar Lampung telah membawa perubahan 
signifikan menuju pelayanan publik yang modern, efisien, dan akuntabel. 
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Public services that are still carried out manually often encounter various 
obstacles such as slow processes, long queues, and high dependence on staff 
presence. This condition was also experienced by the Investment and One-Stop 
Integrated Service Office (DPMPTSP) of Bandar Lampung City before the 
implementation of digital-based services. This study aims to analyze the 
transformation of public services through the application of E-Government 
systems using OSS-RBA and Sai Betik as efforts to realize more effective, 
efficient, and transparent licensing services. The research method employed is 
qualitative descriptive, with data collected through interviews, observation, and 
documentation. The results show that the implementation of digital systems has 
simplified service procedures, accelerated licensing issuance, and enhanced 
interdepartmental coordination through vertical and horizontal integration. 
However, challenges remain in the form of limited digital literacy among the 
public and the readiness of government personnel. Overall, the implementation 
of E-Government at DPMPTSP Bandar Lampung has brought significant 
changes toward modern, efficient, and accountable public service delivery. 
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1. PENDAHULUAN  
 Pelayanan publik merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan administrasi dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan publik mencerminkan kinerja 
birokrasi dan menjadi indikator keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan. Namun, pada praktiknya, 
sistem pelayanan manual masih sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti prosedur yang berbelit, 
proses yang lambat, serta ketergantungan tinggi pada pegawai. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan [1]. 
 Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi pelayanan 
melalui penerapan konsep Electronic Government atau E-Government. Penerapan E-Government bertujuan 
menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi 
digital dalam seluruh aspek administrasi pemerintahan [2]. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melaksanakan transformasi 
pelayanan berbasis digital dengan menerapkan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based 
Approach) dan aplikasi Sai Betik. Kedua sistem ini berfungsi sebagai sarana utama dalam pengajuan izin 
usaha, pemantauan status permohonan, serta penyimpanan data perizinan secara terintegrasi antara 
pemerintah pusat dan daerah [3]. 
 Sebelum diterapkannya sistem digital, proses perizinan di DPMPTSP Kota Bandar Lampung 
dilakukan secara manual, di mana masyarakat harus datang langsung ke kantor pelayanan, membawa 
berkas fisik, dan mengikuti proses pemeriksaan berlapis. Proses tersebut sering kali menyebabkan antrean 
panjang, keterlambatan, dan inefisiensi dalam penyelesaian izin [4]. Melalui penerapan E-Government, 
pemerintah berupaya untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki 
koordinasi antarinstansi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah, cepat, dan terstandar [5]. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pelayanan publik di DPMPTSP Kota 
Bandar Lampung melalui penerapan sistem E-Government. Fokus kajian diarahkan pada perubahan alur 
pelayanan, efektivitas penerapan sistem OSS-RBA dan Sai Betik, serta kendala yang dihadapi baik oleh 
aparatur maupun masyarakat dalam proses adaptasi digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pelayanan publik digital di tingkat daerah, serta 
menjadi referensi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berbasis teknologi [6]. 
 Dalam perkembangan pelayanan publik di era digital, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena 
menelaah keterpaduan antara sistem OSS-RBA dan Sai Betik sebagai bentuk sinergi antara kebijakan 
pemerintah pusat dengan penerapannya di tingkat daerah. Melalui analisis terhadap efektivitas kedua sistem 
tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
pengaruh transformasi digital terhadap peningkatan mutu, kecepatan, serta akuntabilitas pelayanan publik 
di lingkungan pemerintah daerah. 
 
2. METODE  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan 
dan menganalisis secara mendalam proses transformasi pelayanan publik melalui penerapan sistem E-
Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar 
Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial yang kompleks 
dan menekankan pada makna, proses, serta pengalaman subjek dalam konteks nyata. Melalui metode ini, 
peneliti dapat menelusuri secara rinci bagaimana kebijakan digital diterapkan dalam pelayanan perizinan, 
serta bagaimana dampaknya terhadap aparatur dan masyarakat pengguna layanan [7]. 
  Proses penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, 
hingga penarikan kesimpulan. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk 
memahami kebijakan dan kondisi pelayanan di DPMPTSP. Tahap ini melibatkan penelusuran berbagai 
sumber data sekunder seperti dokumen peraturan pemerintah, laporan tahunan, data statistik pelayanan, 
serta literatur yang relevan mengenai konsep E-Government dan reformasi pelayanan publik. Hasil studi 
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pendahuluan ini menjadi dasar dalam merumuskan fokus penelitian dan menyusun panduan wawancara 
yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan. 
  Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara mendalam 
dengan beberapa informan kunci, antara lain pejabat struktural, staf pelayanan, operator sistem OSS-RBA 
dan Sai Betik, serta masyarakat yang pernah menggunakan layanan perizinan digital. Pemilihan informan 
dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pengetahuan, 
pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam proses pelayanan perizinan di DPMPTSP. 
Wawancara dilakukan secara langsung di kantor DPMPTSP maupun secara daring untuk memperoleh 
informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan sistem digital, kendala yang dihadapi, serta persepsi 
terhadap perubahan kualitas pelayanan [8]. 
  Selain wawancara, observasi langsung juga dilakukan untuk memahami mekanisme pelayanan di 
lapangan, mulai dari penerimaan berkas, proses verifikasi, hingga penerbitan izin. Observasi ini bertujuan 
untuk melihat secara nyata bagaimana sistem digital dioperasikan serta bagaimana interaksi antara aparatur 
dan masyarakat dalam proses pelayanan. Data observasi dilengkapi dengan dokumentasi seperti foto 
kegiatan, tangkapan layar aplikasi Sai Betik, dan dokumen izin yang dihasilkan melalui sistem OSS-RBA. 
  Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif 
Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data sesuai 
dengan permasalahan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan 
untuk memperjelas hubungan antara temuan empiris dan teori yang digunakan. Tahap terakhir adalah 
penarikan kesimpulan, di mana peneliti menafsirkan data yang telah disusun untuk menghasilkan gambaran 
yang utuh mengenai implementasi E-Government di DPMPTSP Kota Bandar Lampung [9]. 
  Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber 
dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai 
informan seperti aparatur, masyarakat, dan dokumen resmi instansi. Sementara itu, triangulasi metode 
dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Cara ini digunakan 
untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Selain itu, proses validasi data juga dilakukan dengan melakukan member check kepada 
informan untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. 
  Secara konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif untuk menilai 
efektivitas penerapan sistem OSS-RBA dan Sai Betik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi pelayanan sebelum dan sesudah digitalisasi, baik dari 
segi waktu penyelesaian, kemudahan proses, maupun persepsi kepuasan masyarakat. Hasil perbandingan 
tersebut dijadikan dasar untuk menilai tingkat keberhasilan transformasi digital dan sejauh mana integrasi 
sistem E-Government berdampak terhadap peningkatan efisiensi pelayanan perizinan. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Kondisi Pelayanan Sebelum Penerapan Sistem Digital 
 Sebelum diterapkannya sistem pelayanan berbasis digital, proses perizinan di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung masih dilakukan secara 
manual. Masyarakat yang ingin mengurus izin harus datang langsung ke kantor pelayanan dengan 
membawa seluruh berkas persyaratan dalam bentuk fisik. Setiap pemohon diwajibkan mengisi formulir 
tertulis dan menyerahkan dokumen pendukung di loket pelayanan. Proses ini sering kali memakan waktu 
lama karena pemohon harus menunggu antrean panjang untuk diverifikasi oleh petugas. 
 Selain itu sistem manual ini juga menyebabkan tingginya potensi keterlambatan dan 
ketidakefisienan. Jika terdapat kekurangan dokumen, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk 
dilengkapi, sehingga waktu penyelesaian izin menjadi lebih panjang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
salah satu pegawai DPMPTSP, rata-rata waktu penyelesaian izin manual berkisar antara 7 hingga 14 hari 
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kerja, tergantung pada jenis izin yang diajukan. Kondisi tersebut diperparah dengan jumlah pemohon yang 
cukup tinggi setiap harinya, yakni sekitar 40 hingga 60 orang, sehingga terjadi penumpukan antrean pada 
waktu-waktu tertentu. 
 
3.1.1 Kondisi Pelayanan Setelah Penerapan Sistem OSS–Sai Betik 
 Setelah diterapkannya sistem OSS–RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) dan 
aplikasi Sai Betik pada Februari 2023, proses pelayanan perizinan di DPMPTSP mengalami perubahan 
yang signifikan. Pemohon tidak lagi harus datang langsung ke kantor, karena seluruh proses dapat 
dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin. Melalui sistem ini, masyarakat dapat 
mengunggah dokumen, mengisi formulir secara digital, serta memantau perkembangan izin melalui akun 
masing-masing. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bidang pelayanan, penerapan OSS dan Sai Betik 
mampu mempersingkat waktu penyelesaian izin secara signifikan. Untuk izin usaha mikro dan kecil, rata-
rata waktu penyelesaian kini hanya 1–3 hari kerja, sedangkan izin yang membutuhkan validasi teknis dapat 
diselesaikan dalam 3–5 hari kerja. Selain itu, jumlah pemohon yang datang langsung ke kantor menurun 
drastis menjadi sekitar 15–25 orang per hari, karena sebagian besar masyarakat sudah terbiasa 
menggunakan sistem daring. 
 Kemudahan ini juga diakui oleh masyarakat pengguna layanan. Mereka menilai bahwa sistem digital 
lebih praktis dan hemat waktu, karena tidak perlu lagi menyiapkan berkas fisik maupun menunggu lama di 
kantor pelayanan. Namun demikian, beberapa masyarakat masih menemui kendala dalam tahap awal 
penggunaan, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem online, seperti kesulitan 
mengunggah dokumen atau memahami alur pengisian data. 
Secara keseluruhan, penerapan OSS–Sai Betik memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan 
publik di Kota Bandar Lampung. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga 
meningkatkan transparansi karena setiap tahapan proses dapat dipantau langsung oleh pemohon. Meskipun 
masih terdapat kendala teknis, langkah digitalisasi ini menjadi wujud nyata transformasi pelayanan publik 
menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel. 
 
3.2 Analisis Efektivitas Pelayanan Digital Berdasarkan Model E-Government Layne dan Lee 
 (2001) 
 Analisis efektivitas pelayanan digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Bandar Lampung dilakukan dengan menggunakan teori E-Government Stage 
Development yang dikemukakan oleh Layne dan Lee (2001). Model ini menggambarkan empat tahap 
perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi cataloguing, transaction, vertical 
integration, dan horizontal integration. Melalui empat indikator tersebut, efektivitas penerapan sistem 
OSS–RBA dan aplikasi Sai Betik dapat dianalisis secara komprehensif dari sisi pelayanan publik, 
koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan masyarakat. 
 
3.2.1 Tahap Cataloguing (Penyediaan Informasi) 
 Pada tahap ini, efektivitas pelayanan digital diukur dari kemampuan instansi dalam menyediakan 
informasi yang lengkap, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. DPMPTSP Kota Bandar Lampung 
telah memenuhi tahapan ini melalui penyediaan informasi perizinan secara daring melalui laman resmi dan 
aplikasi Sai Betik. Informasi yang disajikan mencakup syarat perizinan, alur pelayanan, dasar hukum, dan 
panduan pengajuan izin secara online. Masyarakat tidak lagi perlu datang ke kantor hanya untuk 
menanyakan prosedur, karena seluruh data telah tersedia secara transparan dan dapat diunduh langsung 
melalui sistem. 
 Namun berdasarkan hasil wawancara, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami istilah 
atau menu dalam sistem digital tersebut, terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum terbiasa 
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menggunakan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pemerintah, penyediaan informasi sudah 
baik, tetapi dari sisi pengguna, literasi digital masih perlu ditingkatkan agar informasi yang tersedia dapat 
dimanfaatkan secara optimal. 
 
3.2.2 Tahap Transaction (Pelayanan Transaksional) 
 Tahap ini menunjukkan sejauh mana interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan 
secara langsung melalui sistem digital. Dalam konteks DPMPTSP, penerapan OSS–RBA dan Sai Betik 
sudah memungkinkan pemohon untuk melakukan seluruh proses perizinan tanpa tatap muka, mulai dari 
pendaftaran, pengunggahan berkas, validasi data, hingga penerbitan izin. Proses transaksi pelayanan 
menjadi lebih cepat dan efisien karena seluruh tahapan dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi. 
 Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pegawai menyatakan bahwa pelayanan digital 
mempercepat proses verifikasi dan meminimalkan kesalahan administrasi. Waktu penyelesaian izin yang 
sebelumnya mencapai 7–14 hari kini dapat dipangkas menjadi 1–3 hari kerja untuk izin sederhana. Meski 
demikian, masih ditemukan kendala seperti gangguan jaringan atau kesalahan unggah dokumen dari 
pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi sudah cukup baik, namun user readiness atau 
kesiapan pengguna masih perlu diperkuat melalui sosialisasi dan pendampingan. 
 
3.2.3 Tahap Vertical Integration (Integrasi Vertikal) 
 Tahap ini menggambarkan integrasi sistem antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar 
proses pelayanan berjalan secara seragam dan terkoordinasi. Dalam hal ini, OSS-RBA merupakan sistem 
nasional yang mengatur seluruh proses perizinan berusaha, sedangkan Sai Betik berfungsi sebagai penguat 
di tingkat daerah. Integrasi ini memungkinkan data perizinan yang diajukan di daerah langsung terhubung 
dengan sistem pusat tanpa perlu proses manual tambahan. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bidang pelayanan, sistem OSS membantu 
memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah hanya perlu 
menyesuaikan pelaksanaan teknis sesuai dengan ketentuan pusat. Dengan demikian, koordinasi antarlevel 
pemerintahan menjadi lebih jelas dan efisien. Meskipun begitu, manfaat integrasi ini lebih banyak dirasakan 
oleh aparatur, sementara masyarakat sebagai pengguna layanan belum secara langsung merasakan bentuk 
koordinasi tersebut. 
 
3.2.4 Tahap Horizontal Integration (Integrasi Horizontal) 
 Tahap terakhir dalam model Layne dan Lee (2001) adalah integrasi antarinstansi di tingkat daerah 
yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang terpadu dan efisien. DPMPTSP Kota Bandar Lampung 
telah menerapkan sistem integrasi lintas bidang, di mana berbagai jenis izin seperti lingkungan, bangunan, 
dan usaha dapat diproses melalui satu pintu layanan. Hal ini memudahkan pemohon karena tidak perlu lagi 
mendatangi dinas yang berbeda untuk jenis izin tertentu. 
 Namun berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan beberapa layanan yang belum sepenuhnya 
terintegrasi, khususnya yang melibatkan instansi teknis di luar DPMPTSP. Proses koordinasi masih 
dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu tambahan. Oleh karena itu, meskipun sistem sudah 
berjalan dengan baik, diperlukan penguatan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah agar integrasi 
layanan dapat berjalan lebih optimal. 
 Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem digital melalui 
OSS–RBA dan Sai Betik di DPMPTSP Kota Bandar Lampung telah mencapai tahap horizontal integration, 
meskipun belum sepenuhnya sempurna. Pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan efisiensi, 
transparansi, dan koordinasi antarinstansi, namun perlu terus meningkatkan kesiapan pengguna dan 
kapasitas aparatur agar pelayanan digital benar-benar memberikan kemudahan dan kepuasan bagi 
masyarakat. 
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3.3 Efektivitas Pelayanan Digital Berdasarkan Hasil Penelitian 
  Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan adanya percepatan waktu penyelesaian perizinan 
setelah diterapkannya sistem pelayanan berbasis digital. Rata-rata waktu pelayanan yang sebelumnya 
memerlukan beberapa hari kerja menjadi lebih singkat karena proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan 
izin dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. 
 Fenomena ini terjadi karena sistem digital mampu mengurangi tahapan birokrasi manual dan 
meminimalkan ketergantungan pada interaksi tatap muka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosalinda 
(2023) yang menyatakan bahwa integrasi sistem perizinan elektronik berkontribusi signifikan terhadap 
efisiensi proses pelayanan publik. 
 
3.3.1 Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan Digital 
  Selain peningkatan efisiensi, penelitian ini juga menemukan adanya peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas pelayanan. Melalui SIPT-Lampung, pemohon izin dapat memantau secara langsung status 
permohonan izin yang diajukan, sehingga mengurangi ketidakpastian dan potensi 
penyimpangankewenangan.Transparansi ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat 
terhadap kinerja DPMPTSP. Hasil ini memperkuat penelitian Pursida dan Saefulrahman (2023) yang 
menegaskan bahwa penerapan e-government mampu menekan praktik pelayanan yang tidak transparan dan 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah 
 
3.3.2 Hambatan Implementasi E-Government 
 Meskipun efektivitas pelayanan meningkat, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi e-
government belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan berasal dari 
keterbatasan literasi digital, baik di kalangan aparatur maupun masyarakat pengguna layanan.Sebagian 
pemohon mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem, terutama saat mengunggah dokumen dan 
memahami prosedur layanan daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital 
tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia.Hal ini sejalan 
dengan pandangan Daulay et al. (2021) yang menegaskan bahwa kesiapan SDM merupakan faktor kunci 
dalam keberhasilan implementasi pelayanan perizinan berbasis digital.Selain faktor SDM, kendala teknis 
berupa gangguan sistem dan keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah juga memengaruhi 
kelancaran pelayanan. Kondisi ini memperkuat hasil penelitian Priyanti (2024) yang menyatakan bahwa 
ketimpangan infrastruktur teknologi masih menjadi tantangan utama dalam penerapan e-government di 
tingkat daerah. 
 
3.3.3 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Perizinan Online 
  Untuk memperjelas hasil penelitian, data disajikan dalam bentuk tabel berikut: 
 

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Perizinan Berbasis Online 
Aspek Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

Regulasi Adanya PP No. 5 Tahun 2021 dan Perwali Kota 
Bandar Lampung tentang OSS dan Sai Betik 

Perubahan regulasi pusat yang cepat 

Teknologi Sistem OSS nasional dan aplikasi lokal Sai 
Betik 

Integrasi data OSS dan sistem lokal 
belum optimal 

Sumber Daya 
Manusia 

Komitmen aparatur dalam pelayanan digital Kompetensi dan literasi digital belum 
merata 

Kelembagaan Pembentukan Tim Teknis lintas OPD Koordinasi antar OPD belum efektif 
Pelayanan Publik Akses layanan lebih cepat dan transparan Kendala teknis dan keterlambatan 

verifikasi 
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 Berdasarkan Tabel 1, faktor regulasi menjadi dasar penting dalam mendukung pelaksanaan sistem 
digital, namun faktor SDM dan koordinasi antar-OPD masih menjadi hambatan yang perlu ditingkatkan. 
 
3.3.4 Alur Pelayanan Perizinan Berbasis Online di DPMPTSP Kota Bandar Lampung 
 

Pemohon 
↓ 

Pengajuan Permohonan melalui OSS / Sai Betik 
↓ 

Verifikasi Berkas oleh Petugas DPMPTSP 
↓ 

Pertimbangan Teknis oleh OPD Terkait (jika diperlukan) 
↓ 

Penetapan dan Persetujuan Izin 
↓ 

Penerbitan Izin Secara Elektronik 
↓ 

Pemohon Mengunduh Dokumen Izin 
 

Gambar 1. Alur Pelayanan Perizinan Berbasis Online di DPMPTSP Kota Bandar Lampung 
 
 Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” (Dwiyanto, 2006). Kutipan tersebut menegaskan bahwa pelayanan publik tidak sekadar 
kegiatan administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini relevan dengan hasil penelitian, di 
mana penerapan sistem perizinan berbasis digital di DPMPTSP Kota Bandar Lampung mencerminkan 
komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan berorientasi 
pada kepuasan masyarakat. 
 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yang 
diharapkan sejak bagian pendahuluan telah tercapai. Penerapan e-government melalui sistem OSS-RBA 
dan aplikasi Sai Betik di DPMPTSP Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya transformasi nyata dalam 
pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan perizinan. Pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara 
manual kini berubah menjadi sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan transparan. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tahapan cataloguing dan transaction telah berjalan dengan 
baik, ditandai dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan perizinan secara daring. Tahap 
vertical integration juga menunjukkan hasil positif dengan adanya sinkronisasi sistem antara pemerintah 
pusat dan daerah, sedangkan tahap horizontal integration masih memerlukan penguatan koordinasi 
antarinstansi agar pelayanan satu pintu dapat berjalan lebih optimal. 

Temuan penelitian ini selaras dengan yang diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, di mana 
digitalisasi pelayanan publik berperan penting dalam meningkatkan efektivitas birokrasi, memperpendek 
waktu pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas aparatur. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya 
beberapa kendala seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, serta 
gangguan teknis sistem yang masih terjadi secara berkala. 

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah 
dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Prospek pengembangan ke depan 
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dapat diarahkan pada perluasan studi di tingkat kecamatan atau kelurahan untuk melihat sejauh mana 
implementasi e-government menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, penelitian lanjutan juga 
dapat difokuskan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur agar penerapan 
sistem digital dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. 
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